
 

   

   
    

   

    

   
   

    

 

  

      
     

  
   

    
   

    

   

 

     

  

 

   

Edisi: Nopember 2010

F o r d F o u n d a t i o n

erita politik memang lebih menyedot perhatian 
media. Ketika tidak sengaja tertangkap kamera 
sosok mirip Gayus, terdakwa kasus korupsi, B

pada turnamen tenis di Bali pertengahan bulan ini, 
hampir semua media memuatnya. Seolah-olah tidak ada 
lagi isu atau peristiwa lain yang lebih penting.

Media, terutama televisi, terus memberitakan dan 
mempertanyakan apakah benar foto yang diambil 
jurnalis media Kompas secara tidak sengaja tersebut, 
memang Gayus? Publik terus diajak untuk menelusuri, 
mengapa Gayus sampai keluar dari Rumah Tahanan 
Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, padahal tempat itu 
terkenal dijaga ketat. 

Untuk sementara waktu
sepertinya media melupakan 
peristiwa penting lainnya
seperti bencana tsunami di
Mentawai dan erupsi Merapi 
yang banyak menimbulkan
kerugian. Karena bersamaan 
dengan peristiwa itu, tidak
sedikit korban Merapi yang 
meninggal dunia dan berada di 
tempat pengungsian. 

Beberapa media lokal
m a s i h t e t a p k o n s i s t e n
memberitakan perkembangan 
kondisi pasca erupsi Merapi 
yang membawa dampak terhadap daerah sekitar, 
sementara media nasional masih terus menempatkan isu 
politik sebagai headline di medianya. 

Masih segar dalam ingatan tentang kasus bank 
Century yang kala itu melibatkan sejumlah pejabat 
dimintai keterangan. Seolah-olah pada waktu itu tidak 
ada peristiwa lain yang lebih penting. Tidak disangkal, 
peristiwa atau kasus itu memang juga penting, namun 
setidaknya media tidak terus mem-blow-up terus 
menerus dan sampai saat inipun kasus tidak selesai. 
Apakah publik juga tahu bahwa kasus tersebut selesai 
atau tidak? Tidak ada pengawalan sedikit pun akan kasus 
tersebut. Kasus dibiarkan pengambang karena diduga 
menyangkut pihak-pihak yang berkuasa.

Apakah benar isu politik menjadi daya tarik bagi 
media? Bagaimana dengan isu lainnya, seperti isu 
kebencanaan, isu perempuan dan kesehatan reproduksi 
misalnya, apakah juga mendapat porsi yang sama 
dengan isu tersebut? 

Jika diperhatikan secara seksama, memang isu 
politik dapat dikatakan mendapat rangking nomor satu 
mengisi media massa kita terutama televisi. Sedemikan 
sering persoalan politik diberitakan dan mendapat 
tempat di media, orang awam pun akhirnya sangat akrab 
dengan sebutan Gayus, Century, Artalyta dan
sebagainya. Akibatnya persoalan lain seperti

penanggulangan bencana,
tingginya angka HIV/AIDS
bagi ibu rumah tangga yang 
menjadi bagian dari isu
kesehatan misalnya, seolah
terlupakan oleh media. 

Padahal peran media dalam 
informasi ini juga sangat
dibutuhkan oleh kebanyakan 
masyarakat. Apalagi kerapnya 
bencana alam yang menimpa, 
karena secara histografi
Indonesia merupakan wilayah 
langganan gempa bumi dan 
tsunami. Selain dikepung oleh 
tiga lempeng tektonik dunia 

dan juga berada di jalur The Pacific ring of fire (cincin 
api pasifik), yang merupakan rangkaian jalur api aktif di 
dunia. 

Dalam isu kebencanaan ini peran media sangat 
dibutuhkan. Baik perannya dalam pra bencana, ketika 
bencana terjadi dan pasca bencana. Sehingga media 
tidak hanya selalu memberitakan peristiwa bencana jika 
bencana datang, tetapi diharapkan terus menerus secara 
konsisten memberikan pengetahuan kepada publik 
tentang bahaya bencana yang ada. Entah dalam bentuk 
apapun, rubrik, berita atau boks informasi bencana, 
tetapi intinya sebagai pembaca mendapatkan
pengetahuan kebencanaan sebagai bentuk peran serta 
media dalam sosialisasi isu kebencanaan. (may)
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Cara mendapatkan NEWSLETTER PMP AIDS: Kirimkan identitas serta nama media Anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi yang kami 

muat di NEWSLETTER dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebut sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang HIV/AIDS yang layak 
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“Tunggu sebentar ya, Pak. Saya ke atas dulu,” ujar 
Khulil Khasanah sambil bergegas menuju tepi jalan desa 
yang letaknya lebih tinggi dari rumahnya. Tangannya 
menggenggam kamera saku digital.

Beberapa menit kemudian, perempuan berkerudung 
warga Dusun Ploso, Wonolelo, Pleret, Bantul ini 
kembali dan masuk ke serambi rumah. Di lantai serambi 
sudah terhampar tikar dengan tiga piring penuh 
makanan, sejumlah gelas berisi teh, dan sebuah
komputer laptop terbuka di atasnya.

“Barusan saya motret Mbak Yuni. Soalnya saya 
belum sempat motret,” kata Ulil, sapaan Khulil
Khasanah.

Yang dimaksud
Ulil dengan Mbak Yuni 
adalah perempuan
pedagang sayur keli-
ling di Desa Wonolelo. 
Sosok Mbak Yuni
menjadi pilihan Ulil 
untuk tulisan profil. 

Ka rena a r t i ke l
profil Mbak Yuni yang 
d i t u l i s n y a b e l u m
selesai, sekembalinya 
dari memotret Ulil
langsung menghadapi 
komputer laptopnya
untuk menyelesaikan 
tulisan. Tak sampai
satu jam, artikel profil perempuan pedagang sayur 
keliling itu selesai.  

Di saat Ulil merampungkan tulisannya, datang Eni 
Arofah, teman sekampung Ulil. Sejam kemudian, 
menjelang tengah hari, Minggu 27 Oktober 2010, 
Istriyani dan Mei Diana, keduanya dari Warungpring, 
Mulyodadi, Bambanglipuro, tiba.

Keempat perempuan ini, difasilitasi Dedi H Purwadi 
dari LP3Y, memulai diskusi sebentar lalu masing-

masing menghadapi komputer: menulis naskah
reportase tentang peristiwa di desa mereka.

Begitu naskah selesai, mereka memeriksa silang 
naskah. Istriyanti memeriksa naskah yang dikerjakan 
Eni, Ulil mengkritisi naskah yang dikerjakan Diana. 
Pada saat itu juga mereka memperbaiki naskah yang 
dikritisi.

Saat itu ada empat naskah reportase yang dihasilkan. 
Profil Mbak Yuni yang dikerjakan Ulil, berita pengurus 
LKM (Lembaga Keuangan Masyarakat) Desa Wonolelo 
yang mengikuti Pelatihan Penguatan LKM di Bantul 
yang dibuat Eni. Istriyanti membuat reportase

Penutupan Pelatihan
J u r n a l i s t i k D a s a r
yang dilangsungkan di 
Warungpring. Selain itu, 
bersama rekannya se
dusun, Diana, Istriyanti 
m e n u l i s r e p o r t a s e
tentang peran LKP
(Lembaga Keuangan
P e r e m p u a n ) S i d a
M a k m u r D u s u n
Warungpring yang telah 
menggeser peran rentenir 
(bank plecit) di dusun 
mereka.

Di siang yang cukup 
terik itu mereka tengah 
menyiapkan isi koran
w a rg a K r i d a e d i s i

perdana yang dijadwalkan terbit akhir November. 
Di tengah diskusi, sebuah pesan pendek masuk ke 

telepon fasilitator. Dari Emy Cayarani, warga Dusun 
Kadisoro, Gilangharjo, Pandak. Dalam pesannya, ia 
mengabarkan naskah reportase akan dikirim melalui 
surat elektronik. Emy tak bisa hadir dalam rapat 
perencanaan penerbitan perdana Krida di rumah Ulil. 
Siang itu dia bersama sejumlah perempuan warga 
Kadisoro tengah mengikuti kegiatan di kantor
Pemerintah Kabupaten Bantul, bertemu dengan Bupati 
Bantul. 

D a p u r I n f o
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Eni, Ulil, Istriyanti, Diana dan Emy merupakan 
sebagian dari 10 awak redaksi Krida. Untuk menjadi 
awak

 
redaksi

 
mereka

 
telah

 
mengikuti

 
Pelatihan

 

Jurnalistik Dasar
 

yang diselenggarakan LP3Y
 

sejak 
Juni hingga Oktober 2010. Memang tidak seluruhnya 
dari ke-10 orang itu mengikuti pelatihan yang dilakukan 
sebanyak 9 kali pertemuan. Ada yang hanya mengikuti 
dua kali, tiga kali, ada yang mengikuti pelatihan secara 
penuh dari awal hingga akhir.

Pelatihan jurnalistik untuk menyiapkan pengelola 
Krida

 
dilaksanakan tak hanya di LP3Y. Rumah Kartinah 

Ratmanta di Joho, Jambidan  dan rumah Umi Narsih di 
Kadisoro, Gilangharjo juga digunakan untuk pelatihan 
para calon jurnalis warga sekaligus redaktur Krida. 

Hasil pelatihan memang belum seperti diharapkan, 
yaitu karya jurnalistik yang fit to print

 
alias siap cetak. 

Masih ada bolong-bolong di sana-sini. Namun, jika 
dibandingkan dengan kehadiran mereka yang – sebagian 
besar – kurang dari 50 persen (dari sembilan kali 
pertemuan pelatihan), artinya serapan materi tak utuh 
dan praktek yang kurang, karya perdana mereka bisa 
dibilang sudah layak muat. Penyuntingan terhadap karya 
mereka tak sampai 25 persen. Tak satu pun yang harus 
dirombak total atau rewrite.

Sejumlah kekurangan, sebagai bagian dari proses 
mereka menjadi jurnalis warga, bisa dibenahi sambil 
jalan. Pertemuan-pertemuan 

 
perencanaan penerbitan 

bisa menjadi ajang untuk mendiskusikan kekurangan itu. 

Karya Warga Desa
Meskipun Krida

 
diterbitkan LP3Y

 
dengan dukungan 

finansial Ford Foundation, media ini sepenuhnya diisi 
karya reportase 

 
warga lima desa di Bantul, yaitu warga 

Desa
 

Jambidan
 

(Kecamatan
 

Banguntapan),
 

Desa
 

Srihardono (Pundong), Wonolelo (Pleret), Mulyodadi 
(Bambanglipuro) dan Gilangharjo (Pandak). 

Liputan-liputan Krida dititikberatkan pada kegiatan 
perempuan di sektor ekonomi, meskipun tidak menutup 
pintu bagi reportase tentang kegiatan warga di luar sektor 
tersebut. Prinsip dasar Krida

 
memang menjadi sebuah 

media 
 

bagi warga desa untuk mengkomunikasikan 
aktivitas

 
mereka,

 
khususnya

 
perempuan.

 
Sebab,

 

sesungguhnya amat banyak kegiatan perempuan di desa 
di sektor ekonomi, namun amat sedikit yang terekspos ke 
luar desa.

Direncanakan Krida
 

diterbitkan sebanyak 18 edisi 
sebagai terbitan bulanan. Ini sejalan dengan program 
Warga Bermedia

 
yang diselenggarakan LP3Y. Dalam 

program Warga Bermedia, tak hanya diproduksi koran 
warga. Didirikan pula radio komunitas di lima desa yang 

proses penyiapannya hingga akhir November ini masih 
dilakukan. LP3Y

 
pun tidak berjalan sendiri. Di Bantul, 

LP3Y
 

berkolaborasi
 

dengan
 

IDEA
 

(Institute
 

for
 

Development and Economic Analysis) dan ASPPUK 
(Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil).

Peredaran
 

Krida,
 

yang
 

dibagikan
 

cuma-cuma,
  

menjangkau lima desa. Dengan jangkauan seperti ini 
maka kegiatan warga, khususnya perempuan di Desa 
Jambidan yang terletak di Bantul bagian utara, misalnya, 
bisa diketahui warga di Mulyodadi yang terletak di 
Bantul bagian selatan. Bahkan, melalui Krida kegiatan 
warga di Jambidan diketahui pula oleh pembaca di 
Wonelelo yang terletak di sisi timur Bantul maupun di 
Gilangharjo di sisi barat Bantul. Begitupun sebaliknya: 
aktivitas ekonomi perempuan di Mulyodadi, seperti 
perkembangan LKP

 
di Dusun Warungpring, bisa dibaca 

oleh warga di empat desa lain.

Tentu dengan tiras 1500 eksemplar Krida
 

tak bisa 
menjangkau semua warga di lima desa yang terdiri atas 
lebih dari 40 dusun/pedukuhan. Salah satu cara untuk 
memperluas penyebaran informasi yang dimuat Krida, 
direncanakan bekerjasama dengan radio komunitas. 
Pengelola radio komunitas 

 
Sadewa di Wonolelo, 

misalnya,
 

pernah
 

melontarkan
 

gagasan
 

untuk
 

memanfaatkan isi Krida
 

sebagai salah satu bahan siaran. 
Untuk itu memang diperlukan penyesuaian dari 

media cetak ke media audio. Dan bukan tak mungkin, 
penyajian melalui media radio komunitas bisa lebih 
menarik bagi pendengar sebab bisa diselingi hiburan 
seperti lagu. Namun, yang jelas jangkauannya bisa lebih 
luas, kendati terbatas di lingkup satu desa karena 
ketentuan batasan jarak pancar yang maksimal radius 2,5 
kilometer.

Bagaimana 
 

gagasan itu terwujud 
 

tentu harus 
menunggu. Setidak-tidaknya menunggu edisi perdana 
Krida

 
dicetak dan terdistribusi lebih dulu. Selanjutnya, 

menunggu
 

tiga
 

radio
 

komunitas
 

(di
 

Gilangharo,
 

Kecamatan
 

Pandak;
 

Mulyodadi,
 

Kecamatan
 

Bambanglipuro, dan Srihardono, Kecamatan Pundong) 
mengudara. 

Kalaupun dalam satu dua bulan ke depan ketiga radio 
komunitas tersebut belum mengudara, Krida

 
telah hadir 

di tengah-tengah warga di kelima desa untuk berbagi 
informasi tentang sebagian dari kehidupan mereka, yang 
dikerjakan oleh sejumlah jurnalis warga seperti Khulil 
Khasanah, Eni Arofah, Istriyanti, Mei Diana dan Emy 
Cayarani. (ded) 

D a p u r I n f o
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etidaknya sejak akhir Oktober 2010, media pers, 
cetak maupun elektronika, banyak memberitakan 
peristiwa bencana erupsi Gunung Merapi. Berita S

atas peristiwa tersebut hadir dengan berbagai varian 
fakta dan juga ragam pemberitaan. Nyaris satu bulan 
penuh, selama November, media senantiasa menyajikan 
berita tentang Merapi. Tahun 2010 erupsi Merapi dengan 
skala cukup besar terjadi pertama kali 26 Oktober 2010. 
Meninggalnya Mbah Maridjan, sang juru kunci Merapi, 
karena terpapar awan panas Merapi, menyita perhatian 
media. 

Setelah itu hampir tidak ada hari tanpa berita tentang 
Merapi. Hanya pada akhir minggu pertama November 
2010, di tengah gencarnya berita Merapi, pers
memunculkan berita tentang orang yang disangka Gayus 
Tambunan, terdakwa kasus korupsi, tertangkap kamera 
sedang berada di Bali menonton pertandingan tenis. 
Padahal semestinya Gayus adalah tahanan di Rumah 
Tahanan Brimob Jakarta. Berita tentang hal ini
menyeruak di tengah maraknya berita Merapi.

Begitulah, berita bencana telah mendapat tempat 
utama di media. Stasiun televisi menempatkan jam 
tayang khusus dalam rubrik Breaking News, berisi 
seputar perkembangan apa saja peristiwa yang terjadi di 
Merapi, disiarkan secara langsung, real time. Beragam 
peristiwa disampaikan dalam Breaking News. Mulai dari 
perkembangan Merapi detik per detik, situasi desa yang 
ditinggalkan penduduknya, kisah para pengungsi, barak 
pengungsi. Bahkan mereka yang tidak berhubungan 
secara langsung pun mendapat porsi. Yakni para 
komentator yang tinggal di Jakarta, seolah sudah 
mendapat validitas atas otoritas pendapatnya. Padahal 
mereka bukanlah ahli ilmu vulkanologi yang tentu 
sangat relevan menjelaskan berbagai seluk beluk seputar 
peristiwa Merapi. 

Pertanyaannya kemudian adalah, sebenarnya untuk 
siapa berita tentang bencana itu dibuat? Apakah untuk 
pembaca atau khalayak yang jauh dari Merapi saja? Atau 
sudahkah dibuat dengan titik tolak dan perspektif dari 
para korban? 

Mendidik khalayak
Tentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa

pemberitaan tentang bencana Merapi itu sejauh ini masih 
banyak hadir dengan mengutamakan sensasi daripada 
esensi. Artinya, potongan demi potongan fakta yang 
dijumpai jurnalis di lapangan, mendapat tempat dalam 
halaman suratkabar atau slot jam siaran di televisi 
sebagai mosaik belaka, dengan konsep sebagai ”layak 
jual”. Belum ada, atau masih sedikit --untuk tidak 
dibilang tidak ada sama sekali-- media yang
memberitakan secara komprehensif dengan memberi 
informasi yang melahirkan pemikiran kritis. Misalnya 
bagaimana khalayak seharusnya menyikapi bencana, 
mempersiapkan fisik maupun mental, dan bagaimana 
langkah-langkah dalam situasi darurat jika peristiwa 
serupa terjadi. Hal macam itu masih sangat sedikit 
diwartakan oleh media. 

Yang menonjol adalah berita sebagai tontonan di 
siaran televisi. Belum sampai pada tahapan memberi 
informasi lebih yang mendidik. Bahkan beberapa kali 
reporter menyebut kata atau kalimat pun fakta, yang 
salah. Tentu ini fatal. Sebab, dampak siaran televisi dapat 
langsung dirasakan oleh khalayak luas. Dalam kasus 
Merapi, misalnya, kesalahan penyebutan debu vulkanik 
sebagai awan panas, menimbulkan dampak luar biasa 
pada psikologis dan tindakan khalayak. 

Demikian pula pada berita suratkabar, selama ini 
masih banyak yang sekadar menyajikan peristiwa 
bahaya dan dampaknya. Masih sangat sedikit yang 
memberi informasi tentang apa yang semestinya
dilakukan setelah peristiwa terjadi, bagaimana memberi 
informasi untuk hal yang bermuatan tindakan kondusif.

Kembali pada fungsi pers, ada beberapa tugas yang 
diemban. Pertama memberi informasi. Dalam kaitan ini, 
pers menginformasikan tentang bahaya dan dampak atas 
terjadinya erupsi Merapi. Kedua, pers seyogyanya 
mampu memberikan pengetahuan baru sehubungan 
dengan fakta erupsi itu. Keterangan para ahli
vulkanologi, gambar ilustrasi dalam bentuk grafis 
tentang posisi Merapi di tengah masyarakat, pemaparan 
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daerah bahaya yang mesti diketahui warga, menegaskan 
hal itu. Ketiga pers mesti menginformasikan atas 
tindakan yang salah, atau tidak seharusnya dilakukan, 
baik oleh warga masyarakat maupun oleh aparatur 
negara. Bagaimana janji muluk mengganti sapi warga 
dengan sejumlah uang sudah terealisasi dengan baik. 
Atau, tidak pada tempatnya jika “belum apa-apa” ada 
pejabat yang  sudah mengatakan  penduduk  harus 
dipindah atau direlokasi. Tanpa mengetahui kultur dan 
psikologi warga lereng Merapi, tentu hal itu melukai 
warga yang menjadi korban dan sedang kesulitan dalam 
hidupnya. Keempat menginformasikan betapa tindakan 
kondusif perlu dilakukan. Kerja keras tanpa kenal lelah 
anggota SAR, penduduk yang tetap tegar, juga uluran 
tangan dari berbagai pihak yang dengan sukarela 
membantu para korban dalam bentuk apapun. 

Erupsi Merapi sejatinya adalah peristiwa lokal. 
Namun media melihat dari kacamata lain. Seolah 
mewakili rasa ingin tahu khalayak, media menempatkan 
peristiwa itu sebagai suatu hal yang berskala luas, tidak 
sekadar bersifat lokal belaka.

Memang, sebagai gunung api, Merapi mempunyai 
karakter unik dan khas.  

Dampak erupsinya pun sungguh dahsyat. Secara 
sosial, ekonomi dan kultural, dampak erupsi Merapi 
menjadi tidak sederhana. Tapi, sejauh mana media bisa 
menangkap seluruh peristiwa? Jatuhnya korban jiwa, 
kerugian materiil sebagai dampak, adalah keniscayaan 
dari sebuah peristiwa bencana alam. Tentu masih banyak 
persoalan lain. Tinggal sekarang, bagaimana media pers 
mampu mengemban tugasnya dengan sebaik mungkin. 
Tentu tidak bisa serta merta hasil yang diciptakan media 
pers memuaskan semua pihak. Akan tetapi, mengutip 
Bill Kovach bahwa jurnalisme sebagai forum publik 
harus menyediakan forum bagi publik untuk melahirkan 
kritisisme dan komentar mereka. Jurnalisme harus loyal 
pada warga, bukan pada yang lain. 

Dengan demikian, jika hal itu dihayati, media tidak 
lagi  semena-mena menginformasikan  fakta hanya 
semata bertitik tolak dari ukuran layak berita dan layak 
jual.  Pemberitaan  dengan  semangat sensasi demi 
mengejar rating, juga melupakan akurasi dan detil 
peristiwa, sudah seharusnya tidak terjadi lagi. 

Beberapa contoh pemberitaan media seputar Merapi 
pada halaman utama suratkabar, dapat disimak melalui 
judul-judulnya berikut ini: 

Kompas,  Daerah  Bahaya  Kian  Meluas  (1/11),  
a.Semburan Letusan Menyebar, b.Para Penjaga Merapi, 
Mereka Melawan Takut Merapi (features) (2/11), Sektor 
Pariwisata dan Peternakan Rugi Besar (3/11), a.Radius 

Bahaya Naik Jadi 15 Km, b. Merapi Berubah Perilaku 
(features) (4/11), Pengungsi Naik Jadi 100.000 Orang, 
Presiden: Pindah Paksa Warga (5/11), Merapi Peras Air Mata 
(6/11), Erupsi Kamis Merusak 26 Dusun (7/11),  Waspadai 
Lahar Dingin (8/11). 

Kedaulatan Rakyat, Status Merapi Naik ke Siaga 
(22/10), Letusan Merapi Tinggal Tunggu Waktu (23/10), Suara 
Guguran Makin  Keras  (25),  a. Merapi 'Awas',  Warga 
Dievakuasi, b. Mbah Maridjan Tak Mau Mengungsi (feature) 
(26/10), Merapi Meletus, Belasan Terpanggang (27/10), a. 
'Wedhus Gembel' Masih Mengancam, b. Mbah Maridjan 
Dipastikan Meninggal(berita utama kedua) (28/10), 'Wedhus 
Gembel' Terus Menyembur (29/10), a. Merapi Kian Aneh, 
Warga Panik b. Relawan Merapi Bergelut dengan Maut 
(features) (1/11),  Puncak Merapi Kian Menganga (2/11), 
Terbentuk Kubah Lava Baru (3/11),  Daerah Bahaya Diperluas 
(4/11),  Letusan Merapi Terdahsyat (5/11) 

Melalui judul di atas kiranya berguna sebagai bahan 
untuk lebih memahami seperti apa media pers telah 
menginformasikan fakta tentang erupsi Merapi. Sebab, 
dengan  berpedoman  media  telah  mempraktekkan  
jurnalisme dengan baik, tentulah judul yang ada di sini 
merupakan intisari atau pokok dari serangkaian kata, 
kalimat dan paragraf pada laporan/berita yang dimuat 
dalam suratkabar tersebut.

Dipilih dua suratkabar, yakni Harian Kompas  
terbitan  Jakarta  dengan  peredaran  nasional,  dan  
suratkabar  terbitan  lokal  Yogyakarta,  Kedaulatan  
Rakyat.

Edisi tanggal terbit tidak berlaku sama untuk dua 
suratkabar tersebut. Untuk Kedaulatan Rakyat, berita 
tentang Merapi sudah dimulai sejak minggu ketiga 
Oktober 2010. Dari dua suratkabar yang berbeda ini, 
yakni beda karakter pembaca, beda lokasi terbit, juga 
beda sudut pandang dalam pemberitaannya, khalayak 
bisa  mengetahui  seberapa  jauh  peristiwa  seputar  
bencana Merapi telah ditampung oleh media cetak 
tersebut, demi memenuhi keingintahuan khalayak.

Demikianlah, berita tentang erupsi Merapi telah 
mewarnai media pers baik yang terbit di daerah maupun 
di pusat (Jakarta). Dengan pilihan berita sesuai karakter 
media tersebut, beragam informasi mengenai Merapi 
ditampilkan. Tentu pertanyaan kritis selalu muncul 
setiap menikmati media, salah satu adalah: apakah media 
pers telah benar-benar memenuhi keingintahuan dan 
kebutuhan khalayak? Apalagi dalam kasus ini yang 
diberitakan adalah peristiwa momentum (accidental) 
yang sifatnya dadakan dan sangat kemungkinan tak bisa 
terulang (persis) lagi. (agoes widhartono)  
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rupsi gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta 
dan Jawa Tengah, yang diawali 26 Oktober dan 
mencapai puncaknya pada 5 November, telah E

menyebabkan ratusan ribu penduduk sekitar Merapi 
terpaksa  mengungsi.  

Untuk sementara mereka tinggal di tempat
pengungsian yang dinilai aman. Tak soal apakah tempat 
itu gedung-gedung pertemuan, sekolah, stadion
sepakbola, gelanggang olahraga, pendopo kelurahan, 
rumah penduduk, atau bahkan lapangan terbuka di mana 
didirikan tenda darurat bagi mereka.    

Adanya kondisi serba darurat di tempat pengungsian 
kiranya menjadi dasar yang kuat untuk berharap bahwa 
interaksi yang berlangsung di sana – baik antara sesama 
pengungsi begitu pula antara yang memberi bantuan dan 
para pengungsi – semata-mata digerakkan oleh nilai 
kemanusiaan. Setiap pertolongan, kecil atau besar, 
sedikit atau banyak, diberikan kepada pengungsi dengan 
tulus, tanpa pamrih apapun. 

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di berbagai 
tempat pengungsian para korban erupsi Merapi,
berbicara lain. Tidak semua pihak pemberi bantuan, 
datang memberi bantuan secara tulus, semata-mata 
karena digerakkan oleh nilai kemanusiaan. Ada pihak 
yang memberi bantuan dengan pamrih tertentu.  

Tulisan ini dilatarbelakangi kenyataan yang
memprihatinkan tersebut. Pokok persoalan yang hendak 
dikemukakan dirumuskan dalam pertanyaan berikut: 
Apa yang sedang terjadi atas penghayatan kita terhadap 
nilai kemanusiaan? Jika dalam keadaan darurat ternyata 
nilai kemanusiaan yang kita perlihatkan telah tercemar 
oleh berbagai kepentingan, apakah masih layak berharap 
bahwa kita akan tetap mengutamakan nilai kemanusiaan 
dalam kehidupan bersama di ruang publik ketika 
semuanya berlangsung normal? 

Umbul-umbul 
Berita erupsi Merapi yang menyebabkan ratusan ribu 

penduduk sekitar Merapi terpaksa mengungsi segera 
menggerakkan berbagai kalangan – pribadi, kelompok, 
atau lembaga – memberi bantuan. 

Bantuan tidak hanya berasal dari masyarakat terdekat. 
Bantuan juga berdatangan dari berbagai kalangan di luar 
DI Yogyakarta. Ada yang mengantarkan sendiri bantuan 
ke tempat pengungsian, ada pula yang memberikan 
bantuan lewat saluran lain. 

Mengamati derasnya bantuan yang segera
diberikan oleh berbagai kalangan kepada para pengungsi 

korban erupsi Merapi, kiranya tidak berlebihan untuk 
mengatakan bahwa sesungguhnya masyarakat kita
memiliki solidaritas sosial yang kuat. Ini mencerminkan 
sikap yang mengutamakan nilai kemanusiaan. 

Akan tetapi, ada kenyataan yang merisaukan di 
beberapa tempat pengungsian. Di sekitar tempat
pengungsian, termasuk di tepi jalan menuju tempat itu, 
bertebaran umbul-umbul, spanduk, atau bendara milik 
kelompok, partai, lembaga/departemen, termasuk
perusahaan yang tidak cuma memajang logo namun 
sekaligus iklan produk.

Tempat pengungsian seolah menjadi suatu tempat di 
mana sedang berlangsung perhelatan besar, semacam 
pesta atau pameran, saat yang dimanfaatkan oleh pemilik 
umbul-umbul dan lain-lain itu untuk mempertontonkan 
identitas atau bahkan mengiklankan produk. Pesan yang 
tertangkap jelas, yaitu klaim bahwa bantuan yang 
diterima para pengungsi di tempat tersebut adalah berkat 
kemurahan hati pemilik atribut. 

Senyatanya beberapa tempat pengungsian memang 
menjadi tontonan. Tempat ini tidak hanya ramai oleh para 
pengungsi atau relawan. Banyak orang berdatangan ke 
tempat pengungsian hanya sekadar ingin menyaksikan 
apa yang sedang berlangsung di sana. 

Itu sajakah yang merisaukan? Ternyata tidak. Di 
salah satu tempat pengungsian, sekelompok orang 
mengintimidasi agar para pengungsi pindah ke tempat 
lain, mengingat tempat pengungsian tersebut adalah 
milik lembaga bernafaskan agama. Agar persoalan tidak 
berkembang menjadi lebih buruk, aparat kepolisian dan 
pemerintah setempat akhirnya memindahkan para
pengungsi ke tempat lain yang netral, meski para 
pengungsi sebenarnya enggan dipindahkan. 

Suara Warga
Kenyataan itu tidak lepas dari pengamatan sejumlah 

anggota masyarakat. Sikap mereka atas pemasangan 
umbul-umbul dan atribut lain di sekitar tempat
pengungsian, tercermin dalam kutipan berikut (Catatan: 
Harian Kompas, pada Lembar Daerah Yogyakarta, setiap 
hari memuat opini/usul/kritik warga, yang disampaikan 
melalui SMS).

qMohon aparat TNI-Polri mencopot spanduk-
spanduk partai, perusahaan, iklan, dan
sebagainya di sepanjang jalur pengungsian. 
Ini bencana, bukan pesta. Copot segera. 
(Kamis, 04/11/10)
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qSpanduk-spanduk  bertaburan  di  barak  
pengungsian.  Alangkah baiknya diganti 
Bendera Merah Putih saja. (Kamis, 04/11/10)

qRasanya  risih  betul  di  sekitar  barak  
pengungsian berlomba-lomba memamerkan 
kelompoknya,  departemennya,  partainya,  
lembaganya,  dengan  memasang  bendera  
besar-besaran.  Jika tidak stand by  mobilnya 
dengan  logo  besar  di  sekitar  barak  
pengungsian tetapi tidak melakukan apa-apa. 
(Jumat, 05/11/10)

qSultan menyuruh agar bendera parpol di 
pengungsian  Merapi  sebaiknya  diganti  
dengan bendera Merah Putih saja. Eh..ada 
salah satu parpol yang mengatakan untuk apa 
dipasang bendera Merah Putih karena orang 
sudah tahu ini di Indonesia.  Perlu diingatkan 
maksud Sultan, kita agar menjadi satu di 
bawah bendera Merah Putih dengan menolong 
sesama “tanpa pamrih.” (Jumat, 05/11/10)

qTepuk tangan untuk Pemkab Sleman yang 
menurunkan  spanduk-spanduk  di  lokasi  
pengungsian. Turunkan semua, jangan pilih-
pilih mana yang diturunkan. (Senin, 08/11/10)

          Sedang menyangkut tindakan sekelompok orang 
membubarkan  satu  lokasi  pengungsian  dengan  
menebarkan isu berbau SARA, sebuah organisasi sosial 
diberitakan  menyatakan  siap  melindungi  tempat  
pengungsian dari intimidasi dan anarkisme. Menurut 
pengurus  organisasi  tersebut,  arogansi  massa  
mengatasnamakan agama harus dihentikan, terulangnya 
intimidasi harus dicegah. (Kompas,  11/11/10, hal C, 
Lembar DaerahYogyakarta).

Pingsan
Mengacu kepada pengertian kehidupan bersama di 

ruang publik, diidealkan setiap orang mempunyai 
kesempatan yang sama untuk bersaing secara bebas, 
jujur, dan adil (free and fair competition) dalam 
memperjuangkan kepentingan masing-masing sesuai 
tatanan yang disepakati bersama. (Jurnalisme dan Etika 
Publik, monografi LP3Y, 2009)

Idealisasi tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi 
kenyataan dengan  sendirinya  (taken for granted),  
melainkan sesuatu yang harus diupayakan terus menerus. 
Pasalnya, selalu muncul upaya pihak kepentingan 
(kelompok, pemilik modal atau kekuasaan, dsb.) yang 
mencoba memengaruhi agar kehidupan bersama di ruang 
publik sesuai keinginan mereka. 

Tempat  pengungsian  korban  erupsi  Merapi  
sesungguhnya adalah suatu tempat publik (public space)  
di ruang publik kita.  Ada kehidupan bersama di sana, 
yang berlangsung melalui interaksi antara sesama 
pengungsi, antara pihak yang membantu (relawan, 
pemerintah, pemberi bantuan – baik perseorangan, 
kelompok, atau lembaga/ perusahaan) dan pengungsi. 
Interaksi di tempat pengungsian dengan kondisi serba 
darurat itu jelas berbeda dibanding interaksi dalam 
kehidupan bersama di ruang publik yang berlangsung 
dalam keadaan normal. 

Karena itu, merespon keadaan darurat yang dialami 
para pengungsi, sikap yang patut dimiliki setiap pihak 
yang tergerak membantu mereka adalah mengutamakan 
nilai kemanusiaan. Tapi, sebagaimana dipaparkan di atas, 
bahkan saat membantu mereka yang terpuruk pun kita 
tetap mengibarkan bendera masing-masing. Seolah 
setiap kali sebelum menelan korban, bencana terlebih 
dulu bertanya bendera apa yang dimiliki seseorang.

Apabila di tengah kondisi darurat kita ternyata 
mengibarkan  bendera,  suatu  hal  yang  jelas  
memprihatinkan, kiranya beralasan mempertanyakan 
kualitas nilai kemanusiaan yang kita miliki dalam 
keadaan normal saat kita berada di tengah kehidupan 
bersama di ruang publik. Ada kerisauan, jangan-jangan 
kita sudah lupa seperti apa nilai kemanusiaan itu. 
Pertanyaannya kemudian, mengapa? 

Menurut  B.  Herry-Priyono,  di  tengah  arus  
globalisasi ekonomi yang semakin deras sekaligus 
liberal, ruang publik bukan lagi terutama merupakan 
arena pembentukan public civility  (keadaban publik). 
Ruang publik telah menjadi sekadar ranah bagi berbagai 
kekuatan untuk unjuk diri (politik identitas), dan bahkan 
menjadi komoditas komersial. (B. Herry-Priyono SJ, 
Menyelamatkan Ruang Publik, dalam F. Budi Hardiman 
(ed), Ruang Publik, Kanisius 2010).  

Dengan kondisi seperti itu, ruang publik bukan lagi 
arena interaksi antar warga yang secara bersama-sama 
memperbicangkan nilai-nilai kewargaan, persamaan, 
pelayanan, serta kepentingan umum. Politik identitas 
oleh pihak kekuatan tertentu selain mengutamakan 
kepentingan sendiri juga sebagai taktik untuk mencegah 
aksi bersama demi kepentingan umum. Sementara ketika 
berubah  posisi  menjadi  komoditas  komersial,  
kesempatan warga berinteraksi di ruang publik tak lagi 
berkaitan dengan urusan hak sebagai warga negara atau 
kewargaan, melainkan pada kekuatan daya beli.  (B. 
Herry-Priyono SJ, Ibid).

Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa 
untuk sementara barangkali ruang publik kita memang 
sedang pingsan. Meski demikian, adanya suara warga 
seperti dapat dibaca dalam SMS yang dikutip di atas 
membuat kita mempunyai harapan bahwa masih ada 
kepedulian untuk mengupayakan secara bersama agar 
kehidupan bersama di ruang publik menjadi lebih 
baik.(rondang pasaribu)
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ulan ini ASPPUK menyelenggarakan kegiatan 
berupa Focus Group Discussion (FGD) di 
beberapa desa. Kegiatan diskusi gugus belajar B

tersebut seluruh pesertanya adalah ibu-ibu rumah tangga 
yang banyak juga terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk 
memenuhi keberlangsungan hidup keluarganya. Setiap 
diskusi tentu dengan tema berbeda, disesuaikan dengan 
kebutuhan warga desa setempat. Berikut tema-tema 
yang didiskusikan:

1. FGD Gugus Belajar di Desa Jambidan,
Banguntapan, Bantul dengan tema Menggali 
sumber untuk kelestarian pangan dan ramah 
bagi perempuan. 

2. FGD Gugus Belajar di Desa Gilangharjo, 
Pandak, Bantul bertemakan Mengelola
lingkungan yang sehat 

3. FGD Gugus Belajar di Desa Srihardono, 
Pundong, Bantul bertemakan Pemanfaatan
lahan pekarangan dengan pertanian sayuran 
Organik

4. FGD Gugus Belajar di Desa Wonolelo, Pleret, 
Bantul bertemakan Memahami Ekonomi
Keluarga Membangun Kesetaraan dalam
Rumah Tangga

5. FGD Gugus Belajar di Desa Mulyodadi,
Bambanglipuro, Bantul dengan tema
Memahami ekonomi kerakyatan yang
mendukung usaha  Perempuan

Berdasarkan hasil notulensi, berikut akan kami hadirkan 
ringkasan diskusi dua desa di atas, mengingat
keterbatasan ruang dalam Newsletter ini. Berikut 
laporannya: 

FGD Gugus Belajar Desa Srihardono, Pundong, 
Bantul
Tema: Pemanfaatan lahan pekarangan dengan
pertanian sayuran Organik

Pertemuan ini diselengarakan pada 14 November dan 
bertempat di rumah ibu Kadus Gulon yang dihadiri oleh 
wakil-wakil dusun. Acara diawali dengan
mempertanyakan diskusi ini untuk kebutuhan siapa, 
karena ibu-ibu yang hadir sedikit sekali. 

Setelah ada review, baru diketahui ada
kebutuhan modal. Selain persoalan lain yang
mengemuka adalah memanfaatkan lahan pekarangan 
agar bisa ditanami dan dimanfaatkan. Fasilitator

mempertanyakan apakah lahan pekarangan belum ada 
tanaman, kebanyakan peserta menanam pisang dan 
kelapa. Tanaman jenis pisang dan kelapa memang 
mudah dalam perawatan. Namun ada perkembangan 
dalam diskusi salah satu peserta mengusulkan tanaman 
pot atau istilah tabulapot untuk menanam sayuran. 

Dalam diskusi diperoleh catatan tentang
menanam sayuran dalam tabulapot,  tahapan penyiapan 
antara lain:

1. penyiapan tanah untuk menanam yang sudah di 
beri pupuk berupa tanah olahan

2. media tanam dengan polybag, kantong plastic 
atau pot 

3. bibit yang cocok dengan tanah, suhu dan minat 
ibu –ibu

4. penyiapan pupuk dan obat hama

Warga belajar setuju jenis usaha di atas untuk 
tambahan keluarga, dan ada kesanggupan dusun lain 
untuk mengembangkan. Bahkan ada kemauan untuk 
belajar mengelola sayuran untuk lahan yang kurang 
dimanfaatkan dan belajar dengan pertanian organik.
Rencana :

1. Diskusi akan ditindaklanjuti dengan pelatihan 
pengelolaan lahan pekarangan dengan tanaman 
sayuran organik.

2. Kesepakatan selanjutnya pendidikan dan
kesadaran kritis bagi perempuan.   

F G D G u g u s B e l a j a r D e s a M u l y o d a d i ,
Bambanglipuro, Bantul
Tema: Memahami ekonomi kerakyatan yang
mendukung usaha  Perempuan

Pada pertemuan di desa ini agak berbeda. 
Terlihat peserta yang hadir pada Jumat, 19 November 
2010 berjumlah 36 orang dari 40 undangan. Selain itu 
acara pun dimulai tepat Jam 14.00 wib. Karena begitu 
b e r s e m a n g a t , f a s i l i t a t o r y a n g h a d i r p u n
mempertanyakan motivasi ibu, berikut jawabannya: ada 
yang ingin belajar untuk mendapat keterampilan, ada 
yang ingin menambah usaha baru dan dapat modal, ada 
rencana membuat kripik tempe, mencari pengalaman, 
silaturahmi dan ada juga berharap amplop (uang).

Untuk mengenalkan ekonomi yang berpihak 
dan peduli pada usaha kecil, selama ini usaha ibu-ibu 
yang menjadi tumpuan keluarga dan bahkan saat krisis 
pun peserta tetap menjalankan usaha tidak menunggu 
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bantuan pemerintah dan pertolongan pihak lain tetap 
bisa jalan. Hal ini karena kemandirian, semangat untuk 
hidup istilah Jawa “ora obah ora mamah” jika tidak 
bekerja tidak akan menghasilkan bahkan jika tidak 
bekerja bahkan sampai tidak bisa makan. 

Dalam diskusi berkembang diketahui wilayah 
Mulyodadi cukup punya prospek untuk pembuatan 
kripik tempe. Hampir semua wilayah dusun sudah ada 
pembuatan tempe sehingga bahan mudah didapat.. Hal 
ini pun masuk akal karena belum ada yang membuat 
usaha kripik tempe. Saat ini yang dikembangkan hanya 
kacang benguk dan kripik bayam oleh delapan orang 
dalam satu dusun.

Hal ini menarik perhatian warga belajar untuk 
mengembangkan usaha kripik tempe. Sebagai proses 
pembelajaran dipertanyakan, apa yang bisa dilakukan 
untuk menjaga kondisi alam dan potensi dimiliki? Diberi 
pemahan oleh fasilitator bahwa ekonomi kerakyatan 
bertujuan untuk menuju keadilan bagi masyarakat, 
berpihak pada masyarakat usaha dari rakyat oleh rakyat 
dan untuk rakyat bukan untuk konglomerat dan investor 
kelas kakap.

Hal yang diperhatikan untuk mengelola usaha 
antara lain: Bahan baku dan peralatan, keterampilan 
(sumber daya manusia), pasar, biaya produk dan modal. 
Dalam diskusi peserta yang hadir lebih memilih 
keterampilan atau SDM. Dengan keterampilan kondisi 
apapun bisa mengolah, mengembangkan usaha sebagai 
alat mencari uang. Pada kesimpulan diskusi, modal tidak 
melulu berwujud uang dan ini menjadi pemahaman 
bersama ibu-ibu yang hadir pasa saat itu. 

FGD Gugus Belajar  Desa Gilangharjo, Pandak, 
Bantul
Tema: Mengelola lingkungan yang sehat 
Acara diselenggarakan pada 12 November, bertempat 
dibalai Desa Gilangharjo. Diskusi yang dihadiri 12 
warga ini dibuka oleh Ketua Gugus. Dalam pembukaan,  
Ketua Gugus berharap agar pertemuan mendatang 
peserta yang hadir lebih banyak lagi. 

Pada diskusi awal kegiatan, ada rencana untuk 
melakukan  berbagai  kegiatan  pelatihan,  beberapa  
rangkuman tentang  persoalan di desa tersebut antara 
lain; 

1. Pelatihan membuat kerajinan tas dari sampah 
non organik khususnya di Kadekrowo yang 
sebelumnya membuat emping melinjo karena 
banyak kendala kadang berhenti.

2. Persoalan air bersih dan gizi buruk, khususnya 
di dusun Tegalurung, Depok, Gunting.

3. Desa Gilangharjo termasuk terkena wabah 
Demam Berdarah (DB), apakah ada persoalan 
pada sarang nyamuk, genangan air, atau saluran 
air tidak lancar? Ini juga perlu diskusikan.

Dari forum diskusi saat ini yang diprioritaskan 
adalah melihat potensi Desa akan pembuatan kerajinan 
sampah non organik dari bungkus dibuat tas. Sampai saat 
ini kurang  penanganan  dan pengelolaan.  Setelah 
didiskusikan  ternyata  rintisan  pengelolaan  dan  
pengumpulan sampah adalah program dari pemerintah 
desa setempat. 

 Selanjutnya tentang persoalan gizi buruk dan 
demam berdarah yang menyangkut lingkungan bersih, 
sehat, cerdas dan terbebas dari kemiskinan.  Bagaimana 
cara mewujudkannya? Inilah lingkungan yang bersih 
menurut ibu-ibu yang hadir pada diskusi tersebut.

1. Terhindar dari sampah yang berserakan
2. Air bersih mencukupi
3. Tidak ada genangan air yang banyak sampahnya
4. Saluran air lancar

Yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat adalah

1. Pengelolaan sampah secara serentak diawali 
dari percontohan satu dusun terlebih dahulu 
yakni dipilih Dusun Kadekrowo

2. Penggerak kebersihan lingkungan
3. Ada sosialisasi ke dusun – dusun
4. Dikoordinir dengan baik

Alasan memilih dusun Kadekrowo aadalah:
1. Sudah ada yang merintis pengelolaan sampah 

non organik dengan kerajinan tas sebanyak lima 
orang

2. Banyak ibu-ibu yang mempunyai waktu luang
3. Mudah diorganisir dan ada kesanggupan ibu 

kepala dusun
4. Sebagian masyarakat masih tergolong miskin

Rencana kegiatan untuk masa mendatang
1. Ada sosialisasi dan pelatihan pengelolaan 

sampah organik dan non organik
2. Bernilai ekonomi untuk menambah usaha dan 

pendapatan
3. Punya keterampilan yang bisa dikembangkan 

untuk mengolah sampah organik dan non 
organik

4. Bernilai ekonomi dan punya jaringan pasar
5. Ada  kelompok  yang  menekuni  usaha,  

menambah  pendapatan  keluarga  dan  
mengurangi kemiskinan

Adapun kendala untuk menindaklanjuti pertemuan ini 
adalah  menghadirkan  ibu-ibu  lainnya  untuk  
berpartisipasi karena kurangnya kesadaran dari ibu-ibu 
di desa ini. (tim asppuk)  
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 I n f o  K o l a b o r a s i

KEKERASAN seksual terhadap perempuan
merupakan permasalahan genting yang harus segera 
ditangani. Hasil dokumentasi Komnas Perempuan sejak 
tahun 1998 hingga 2010 menunjukkan bahwa hampir 
sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 
kasus kekerasan seksual, atau ada 91.311 kasus 
kekerasan seksual dari 295.836 total kasus kekerasan 
terhadap perempuan. 

Hasil dokumentasi yang dimaksud adalah berasal 
dari CATAHU, yaitu catatan tahunan Komnas
Perempuan bersama lembaga-lembaga layanan bagi 
perempuan korban kekerasan tentang tren pelaporan dan 
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, hasil 
pemantauan Komnas Perempuan tentang pengalaman 
kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks Aceh, 
Poso, Tragedi 1965, Ahmadiyah, migrasi, Papua,
Ruteng, pelaksanaan Otonomi Daerah, dan rujukan 
Komnas Perempuan pada data dari Tim Gabungan 
Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 
serta Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Timor Leste (CAVR).

Sayangnya banyak dari kita yang tak memahami 
berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam
kekerasan seksual. Keadaan ini semakin pelik karena 
media, sebagai poros strategis dalam menginformasi dan 
mengedukasi masyarakat, belum mempunyai
pemahaman yang cukup terhadap permasalahan
kekerasan seksual.

Untuk membahas permasalahan tersebut, Rabu 
(24/11/2010) pagi di Jakarta, Komnas Perempuan 
mengadakan diskusi yang melibatkan pihak media. 
Mewakili Komnas Perempuan, Neng Dara Affiah 
menyampaikan bahwa di rentang 1998 s/d 2010 terjadi 
295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan, 91.311 di 
antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Jumlah 
tersebut merupakan angka yang berhasil di data, 
sedangkan jumlah sebenarnya di lapangan bisa
dipastikan jauh lebih besar.

“Merupakan hal yang sulit bagi perempuan untuk 
melapor bahwa dirinya adalah korban kekerasan 
seksual,” ujar Dara. Komisioner Komnas Perempuan ini 
menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan mengenai 

kekerasan seksual, dan kedekatan hubungan korban 
dengan pelaku kekerasan menjadi alasan banyaknya 
kekerasan seksual yang belum terkuak.

“Tak adanya pengetahuan mengenai kekerasan 
seksual juga berlaku bagi korban. Kekerasan seksual pun 
banyak dialami korban, sebagian besar pelakunya adalah 
orang terdekatnya,” jelas Dara. Komnas Perempuan 
mencatat bahwa 76% kekerasan seksual terjadi di ranah 
privat melalui relasi orang tua-anak, majikan-buruh, 
suami-istri dan lain-lain. Diperlukan kerjasama media 
untuk bisa memberikan informasi dan edukasi mengenai 
kekerasan seksual kepada masyarakat.

Pembicara lain, Mariana Amiruddin, menyampaikan 
bahwa media selama ini justru berperan melanggengkan 
dan menambah keadaan masyarakat yang sangat
memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Direktur 
eksekutif Jurnal Perempuan ini menjelaskan bahwa 
pihak laki-laki beserta budaya patriarki media telah 
memberikan stereotipe dan penindasan terhadap
perempuan. Ditambah ideologi kapitalisme yang
berorientasi keuntungan dengan tolak ukur rating 
berdasar budaya mayoritas masyarakat patriarki.

“Masih banyak media yang menggunakan kata 
'meremas-remas payudara', 'menggesek-gesek alat
kelamin' dan lainnya,” ujar Mariana. Penggunaan bahasa 
tersebut membuat masyarakat terbiasa dengan
kekerasan seksual, sehingga menilai itu bukan sebagai 
permasalahan. Kesadaran masyarakat pada perempuan 
yang mengalami kekerasan seksual sulit hadir jika media 
belum memiliki kesadaran.

Diskusi Komnas Perempuan dengan pihak media ini 
merupakan pembuka kampanye “16 Hari Anti
Kekerasan terhadap Perempuan”. Gerakan yang
berjejaring dengan organisasi perempuan seluruh
Indonesia ini dilakukan pada tanggal 24 November s/d 
10 Desember 2010. Memilih slogan “Kekerasan
Seksual: Kenali dan Tangani”, kampanye yang
dilakukan setiap tahun hingga 2014 ini bertujuan 
menciptakan pemahaman kekerasan seksual bagi
masyarakat dan mengajak masyarakat untuk terlibat 
menanganinya.
(Sumber: http://www.komnasperempuan.or.id) 
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erempuan  adalah  
makhluk  ciptaan  PTuhan. Sejatinya ia 

juga punya hak yang sama 
dengan laki-laki. Pemahaman yang 

keliru  terhadap  keberadaan  perempuan  dapat  
melahirkan adanya kekerasan.

Fenomena kekerasan tersebut akhir-akhir ini begitu 
menonjol. Ini terlihat begitu begitu banyak berita tentang 
kasus  tersebut  di  
media  massa.  Salah  
s a t u  p e n y e b a b  
terjadinya  kekerasan  
a d a l a h  a d a n y a  
pemikiran  tentang  
konsep maskulin dan 
feminin  yang  terus  
direproduksi  dalam  
masyarakat.

Konsep feminin dan maskulin tadi tanpa sadar 
melahirkan ketimpangan. Ketimpangan yang masih 
mengakar dan bahkan tumbuh subur pada masyarakat 
menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang 
rentan sebagai obyek tindak kekerasan. Perempuan pun 
mengalami kekerasan baik di sektor publik maupun di 
sektor domestik.

Namun pertanyaan yang juga muncul kemudian 
adalah  bentuk  seperti  apakah  kekerasan  dalam  
kehidupan aktivitas ekonomi? Menjawab pertanyaan 
tersebut memerlukan uraian panjang lebar tentang 
sejarah bahwa sejak dulu memang perempuan telah 
terlibat dalam kehidupan ekonomi keluarga. 

Perempuan sebagai satu bagian dalam struktur 
sosialnya sudah lama mempraktikan pembagian kerja 
dalam aktivitas ekonomi dengan laki-laki. Pada awalnya 
mereka membagi pekerjaan sesuai dengan aturan hidup 
di lingkungannya secara adil. Selanjutnya seiring 
dengan perkembangan tatanan pasar kerja yang tidak 
melulu nasional tetapi juga internasional. Aktivitas 
ekonomi yang melibatkan perempuan mulai berubah 
diikuti dengan pelanggaran yang bersanksi kekerasan 
(hal. 21).  Bentuk  kekerasan yang  muncul  dapat 

dikategorikan  bersinggungan  dengan  fisik  seperti  
pekerja sebagai pembantu rumah tangga, atau kondisi-
k o n d i s i  y a n g  m e n y e b a b k a n  p e r e m p u a n  
tersubordinasikan dan membuat perempuan merasa 
sangat terdiskriminasikan.

Buku yang terdiri dari sepuluh bagian tulisan ini 
memberikan  pemahaman  tentang arti  kekerasan 
terhadap perempuan dalam berbagai tinjauan ilmu. 
Antara lain kekerasan terhadap perempuan dalam 

perspektif  gender,  
ekonomi,  sosiologi,  
antropologi, psikologi, 
hukum, media massa 
dan dalam perspektif 
agama (Islam).

T i n j a u a n  
perspektif psikologis, 
kekerasan  terhadap  
p e r e m p u a n  t i d a k  
hanya  terbatas  pada  

kekerasan fisik, seksual dan psikologi yang terjadi dalam 
keluarga dan di masyarakat, tetapi juga seperti penjualan 
perempuan (trafficking) dan prostitusi paksa serta 
kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan 
atau dibiarkan oleh negara dimana hal itu terjadi. (hal. 
60)

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai 
aspek juga terjadi di media massa. Temuan yang umum 
dalam analisis mengenai potret perempuan dalam media 
massa adalah kecenderungan untuk menampilkan sosok 
perempuan dalam bentuk stereotipe  tertentu. Barangkali 
para pekerja media tidak bermaksud mereproduksi 
tindakan kekerasan pada perempuan.  Akan tetapi  
masyarakat bukanlah makhluk yang pasif. Penggunaan 
indikator-indikator gender yang dikenal oleh masyarakat 
secara tidak seimbang, yaitu pen-stereotip-an sosok 
perempuan dalam media massa adalah salah satu efek 
samping yang menuju pada tindak kekerasan. (hal. 90).

Buku yang merupakan bunga rampai dengan tema 
kekerasan terhadap perempuan ini, tampaknya dapat 
dijadikan sebagai referensi bagi mereka yang butuh 
wawasan tentang persoalan gender, terutama bagaimana 
memahami kasus kekerasan perempuan. (may)

Edisi: Nopember 2010 11

I n f o  B u k u

Memahami Tindak Kekerasan 
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Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan

Editor : Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS.
Penerbit : PT. Refika Aditama
Tahun : 2010
Tebal : x + 136

JIKA kaum perempuan di Dusun Ploso, Desa Wonolelo, 
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ditanya tentang 
aktivitas perempuan bernama Khulil Khasanah, tentu 
mereka akan serempak menjawab, si pemilik nama itu 
adalah pegiat organisasi perempuan di dusun tersebut.

Tidak salah, memang, setelah malang melintang selama 
kurang lebih tujuh tahun terakhir, aktivitas Khulil yang akrab 
disapa dengan panggilan Mbak Ulil, itu kini kian padat saja. 
Berbagai kegiatan di dusun, terutama menyangkut persoalan 
perempuan, pastilah dimotori oleh ibu seorang anak ini.

Berawal pada 2003, saat dirinya ikut kader Posyandu di 
Dusun Ploso. Kemudian setiap bulan dia harus mengikuti 
pertemuan kader se-Kecamatan Pleret. Dari sanalah terbuka 
keyakinan pada dirinya bahwa dengan tugas kader yang 
sangat banyak harus diwadahi organisasi dalam forum 
sedesa, niscaya banyak hal yang bisa diselesaikan. Berbagai 
persoalan, mulai dari penanganan penyakit demam berdarah 
(DB), penanganan anak di bawah usia lima tahun (balita), 
gizi buruk, ibu melahirkan, misalnya, menjadi pembahasan 
yang tiada penah habis. Banyak pengetahuan yang mesti 
didapat kaum perempuan di dusun itu. Hal ini menarik 
perhatian Ulil untuk terus berkecimpung memberdayakan 
perempuan. “Hobi saya sejak kecil memang senang 
berorganisasi. Suka kumpul-kumpul, punya banyak teman. 
Itu terus memicu saya beraktivitas di bidang ini,” ujar istri 
Taslip Sulaiman (36) itu.

Waktu terus merangkak, hingga tahun 2006, pasca 
gempa di Bantul, banyak lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang masuk ke desanya. Ia pun ikut di sana, 
menambah pengetahuannya tentang perempuan, bagaimana 
mendampingi anak supaya tidak trauma, sampai belajar 
beranggaran. Pada tahun 2007 dibentuklah Forum
Komunikasi Kades Posyandu di Wonolelo. Ulil menjadi 
ketua organisasi yang kini memiliki anggota 54, dari semula 
32 orang itu. Mestinya periode kepemimpinannya berakhir 
2009. Tapi dia terpilih kembali hingga sekarang.

Soal keluarga yang banyak dia tinggalkan untuk 
berorganisasi, Ulil tidak merasa khawatir. Menurut guru 
matematika kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Khairiya 
itu, sang suami –pegawai pada perusahaan swasta- sudah 
sangat paham pada aktivitas istrinya. Pun putra semata 
wayangnya, Muhammad Emillul Fata (7) yang kini duduk di 
kelas 1 di MI tempat sang ibu mengajar, di Dusun Ploso. 
“Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Di keluarga kami, 
pembagian peran sudah tidak menjadi masalah. Jika saya 
sedang sibuk di luar, suami menyelesaikan segala urusan 
rumah tangga,” ujar Ulil yang mengaku tidak pandai 
memasak itu.

Perempuan kelahiran 27 Juni 1979, itu adalah anak 
ketujuh dari 10 bersaudara. Kedua orangtuanya, Hadi 
Sukirno, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan Fatimah 

(almarhumah) memberi keleluasaan pada anak mereka 
dalam memilih karier. Sang ibu, pedagang dan petani, 
meninggal pada 2003, ketika Ulil sedang mengandung.

Pendidikan formal Ulil adalah D3 Kedokteran Hewan 
UGM lulus 2003, kemudian diteruskan pada Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Terbuka (UT) 
sejak 2005. Saat ini sudah selesai. “Tinggal menunggu 
waktu wisuda. Moga-moga awal tahun ini,” tambahnya.

Ihwal kegiatan menulis, menurut Ulil, diawali ketika dia 
diminta menulis oleh LSM Solidaritas Kinasih yang 
menerbitkan buletin bulanan pada tahun 2007. “Saya semula 
grogi, maklum belum pernah mendapat ilmu jurnalistik, kok, 
disuruh menulis. Tapi saya bertekad harus bisa. Maka saya 
pun lantas membuat puisi. Karya saya itu dimuat.” Puisi 
itulah yang kemudian membuat dirinya makin pe-de alias 
percaya diri, untuk terus menulis, apa saja.

Setelah beberapa karya tulisnya muncul di buletin itu, 
kemudian datang tawaran dari majalah LKiS, yang meminta 
dirinya menulis dengan topik pembagian peran dalam 
keluarga. Makin terasahlah keterampilannya dalam menulis. 

Kini Ulil aktif menjadi penulis untuk majalah Krida
yang isinya merupakan karya warga, tergabung dalam 
jejaring program Warga Bermedia LP3Y- Ford Foundation. 

Ada satu hal yang membuat dirinya prihatin, 
terutama menyangkut organisasi perempuan saat ini, 
terutama di Bantul. Menurut Ulil, beberapa waktu lalu, jika 
dia mengundang kaum perempuan untuk berkumpul pada 
sebuah acara, kaum ibu itu dikirimi pesan pendek (SMS), 
maka mereka datang semua dengan segera. Namun, 
sekarang dengan alasan impitan ekonomi, banyak anggota 
yang tidak datang. ”Alasan mereka, karena sibuk harus 
memenuhi kebutuhan. Ada yang bilang waktunya habis 
untuk ngarit, yang hasilnya dijual, sayang jika harus dibuang 
untuk berkumpul,” katanya. Padahal, demikian Ulil, 
sebenarnya dirinya selalu menginginkan bagaimana agar 
kaum ibu di desanya itu menyadari, bahwa tanpa ada 
gerakan perempuan, mereka sulit dalam berperan
menentukan kebijakan. ”Pastilah ada banyak hal yang bisa 
dipecahkan. Maka, saya sering mengimbau kepada kaum 
ibu, sempatkanlah untuk datang, berkumpul, berbagi 
informasi dan pengetahuan,” tutur Ulil.
Kini aktivitas perempuan asli Dusun Ploso itu memang 
cukup padat. Selain rutin mengajar, dia juga sering diminta 
menjadi narasumber di berbagai pertemuan, juga terus 
menulis. (awd)  
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Ulil Mengawali dari 
Hobi Berorganisasi 
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